POLITIK HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMBATASAN
PERIODISASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam llmu Syariah

Oleh
SALSA NABILLA RAHMALIA
NPM: 1921020196

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

<Laia?y

—_—

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M



POLITIK HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMBATASAN
PERIODISASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam llmu Syariah

Pembimbing | : Prof. Dr. H. Moh. Mukei, M.Ag.
Pembir_nbing 11 : M. Yasin Al Arif, S.H, M. Had

Oleh
SALSA NABILLA RAHMALIA
NPM: 1921020196

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M



ABSTRAK

Ketentuan mengenai masa jabatan Presiden dan Woakil
Presiden telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi:
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya
satu kali masa jabatan”. Permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah bagaimana politik hukum terhadap penetapan
pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945 yang dikaji dalam perspektif
siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan
dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara
memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan
pendapat para ahli, adapun pendekatan yang digunakan ada 3 yaitu
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan historis. Hasil -penelitian menunjukkan bahwa politik
hukum pengaturan periodisasi. Presiden dan/\Wakil Presiden Republik
Indonesia dapat. dilihat di Naskah Komprehensif, Risalah Sidang
MPR, TAR_MPRS No. XV/MPRS/1967 ‘dan TIAP MPR No.
XIII/MPR/1998 serta dltemukaﬂ arah politik hukum/kebuakannya
pertama agar tigdak ierjadinya monopolltlk yangs kurang sehat, tidak
terjadinya kultus indivi tldak terjadinya, penyalahgunaan terhadap
kekuasaan (korupsi, kolusi dar nepoﬁ;n?e)/ﬁ%ak terjadinya kekuasaan
yang absolut dan tidak tergantinya sistem demokrasi menjadi sistem
monarki. Demikian dalam kajian siyasah dusturiyah, dapat dilihat
bahwa aturan yang dibuat bertujuan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan umat manusia sehingga perlu dibatasinya masa jabatan
dalam kekuasaan. Namun, Imamah atau kepemimpinan dalam Islam
tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi khalifah, tampuk
kepemimpinan hingga akhir hayat. Jika mampu dan bisa menjalankan
tugas-tugas negara serta menjunjung tinggi syari’at Islam maka tetap
diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin.

Kata Kunci: Politik Hukum, Periodisasi, Presiden dan Wakil
Presiden, Siyasah Dusturiyah
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“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa (4):59)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian
sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah
pahaman dalam memehami maksud suatu judul. Adapun judul
dalam penelitian ini adalah “Politik Hukum Terhadap
Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden Dan Wakil
Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah
Dusturiyah”. Adapun hal-hal penting yang terkait dalam judul
tersebut yaitu :

Politik hukum sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan
dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum
dalam rangka mesncapai tujuan _bangsa dan negara. Selain itu
juga, merupakan jaweban aias pertanyaan tentang mau diapakan
hukur_itu dalam perspektlf formai kenegaraan guna mencapai
tujuant negara W A '

Penetapan merupakan tlndakan sepinak., menentukan kaidah
hukum konkret yg,g_ﬁ\e;l&ku khus_u”s&.‘?

Pembatasan memili—“li”lymakna"da-n maksud yang berbeda-beda,
namun dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.®

Periodisasi adalah pembagian atas dasar pengelompokan,
babakan zaman dan waktu tertentu didalam cerita sejarah.*

Presiden menurut sistem pemerintahan presidensiil, dimana
kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945

! Sabartua Tampubolon, Politik Hukum Iptek Di Indonesia (Yogyakarta:
Kepel Press, 2013), 35.

2 KBBI, “Arti Kata Penetapan,” KBBI Online, 2016, https://kbbi.web.id/tetap.

*KBBI, "Arti Kata Pembatasan," KBBI Online, 2016,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembatasan.

4 Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah,
Sejarah Filsafat Dan IPTEK (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 21.
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merupakan kepala negara (head of state) sekaligus kepala
pemerintahan (head of government). Dan Wakil Presiden
merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban
kepresidenan. Dalam hal ini, Wakil Presiden bertindak mewakili
presiden apabila berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu
atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban
konstitusional Presiden.”

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada
permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan
tiga dimensi.®

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian figh siyasah yang
membahas tentang perundang-undangan negara. Siyasah
dusturiyyah juga membahas hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang
wajib dilindungi.’

B. Latar Belakang P

Negara liidonesia merupakarﬂ negara Kesatuan' yang berbentuk
republik dait luga merupakan negara hukef, sebagalmana yang
tercantum pada Pasal_t“ayat 3 U /;LQAS ‘Salah satu konsep
negara hukum (rechtsta {/menum Stahl yaitu adanya
pembagian kekuasaan.® Montesquei mengeluarkan teori Trias
Politica, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.9
Dalam sistem pemerintahannya, negara Indonesia menganut
sistem presidensiil. Sistem presidensil merupakan sistem
pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden (eksekutif)

® Jimly Asshiddigie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

6 KBBI, "Arti Kata Perspektif," KBBI Online, 2016,
https://kbbi.web.id/perspektif.

" Khamami Zada Mujar Ibnu Syarif, Figh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran
Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 177.

8 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca
Reformasi), (Jakarta: Bhuana limu Populer, 2007), 304.

° Dahlan Thaib, J. Hamidi, dan Ni'matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 19.
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sebagai kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala
pemerintahan (head of government).'

Presiden  Republik Indonesia memegang  kekuasaan
pemerintahan negara menurut undang-undang dasar. Inilah yang
disebut sebagai prinsip “constitutional government”. Rumusan
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ini, berbunyi: “Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut
undang-undang dasar”. Rumusan ini adalah rumusan asli
BPUPKI yang tidak mengalami perubahan. Artinya, prinsip
constitutional government sebagai salah satu ciri penting negara
hukum, telah dirumuskan oleh the founding fathers sejak sebelum
kemerdekaan."* Kekuasaan pemerintah harus mempunyai batasan
agar terhindar dari kemungkinan terjadinya abuse of power. Salah
satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam
Pasal 7 UUD 1945.

Ketentuan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil
Presicen__dalam  Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan,
menyebutkan bahwa PLeslaen dan Wakil Presiden memegang
jabatannyas, selama._masa lima tahun: dap, sesudahnya dapat
dipilih kembali”. LDasalttersebui Lgakz\menjelaskan secara tegas
berapa kali seseoran Wisa @i sebagai presiden sehingga
menimbulkan tafsiran yang beragam antara pendapat yang
menyatakan bahwa presiden dapat menjabat berkali-kali dan
pendapat lain yang menyatakan bahwa presiden hanya dapat
menjabat 2 kali. Dalam praktiknya ternyata tafsiran pertama yang
dipakai oleh presiden yang menjabat ketika itu, sehingga semua
presiden yang menjabat sebelum dilakukan perubahan pada Pasal
7 menjabat lebih dari dua kali periode.*?

10 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca
Reformasi), 311.

1 bid, 327.

12 Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Latar Belakang, Proses, Dan
Pembahasan) Buku IV Jilid | Bab 3 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2010), 472.



Pada tahun 1999 diakhir masa kepemimpinan BJ. Habibie,
dilakukan perubahan pertama kali UUD 1945 dalam sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama UUD 1945
yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, amandemen
tersebut telah mengubah sebanyak 9 Pasal UUD 1945.* Salah
satunya Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden. Isi dan perubahan amandemen pertama UUD
1945 awalnya berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali”. Kemudian diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden
dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya

untuk satu kali masa jabatan”.**

Amandemen pada Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan 1 kali amandemen
saja, dan dari hasil amandemen tersebut bahwa masa
kepemimpinan, presiden-uniuk selanjutnya hanya, dibatasi sampai
2 kali periode.

Masa jabatan Presiden da Makll\PreSIden tentu harus dibatasi
karena kekuasaan itu  mempunyai kecenderungan untuk
menyimpang dan k q@ yang /gnp&batas (absolut) pasti
melakukan penylmpanga WEbuse m Agar kesewenang-
wenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia mendapat
jaminan maka kekuasaan dari sang penguasa perlu dibatasi oleh
hukum.® Selain itu, kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden
yang terus menerus ini selain menghambat regenarasi
kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hal ini
sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi
presiden dan wakil presiden mempunyai (diberi) kekuasaan,

¥ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Risalah Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999
(Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2008), 25-27.

¥ Iswara N. Raditya, “Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945
Pertama Tahun 1999,” Tirto.id, 2021, https:/tirto.id/sejarah-isi-perubahan-
amandemen-uud-1945-pertama-tahun-1999-¢jFQ.

5 vuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), 2.
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namun di sisi lain kekuasaan mempunyai kecenderungan
disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada
jabatan.'® Pembatasan terhadap kepemimpinan  Presiden
diperlukan karena untuk keberlangsungan demokrasi, agar tidak
membuat rakyat mengkultuskan individu.

Dalam al-Quran salah satu ayat yang bersinggungan dengan
pemimpin (khalifah) terdapat dalam QS. Sad Sebagaimana dalam
firman-Nya sebagai berikut:

\

T e P

oo J‘;J.‘gu;ﬂ‘gcgtg&ﬂuwmu
AT AW S [ P WESIes e u:;éﬁ

o A s 3 L 8

“(Allah berfirman), “Wahal Dawud! Sesungguhnya engkau
kami jadikan khalifah . (penguasa) di bumi, maka berilah
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
Janganlah engkau menaikuti hawa nafSiiys karena akan
menyesatkan engkau dari J|a!an Allah. Sungguh ‘orang-orang
yang Sesat dari.jalan Allah akan mendapat’ ‘2zab yang berat,

karena mereka. elupakan har perbltungan " (Q.S. Sad (38):

Dewasanya ini, di Indonesia muncul wacana mengenai masa
jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode. Peneliti
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI),
Lucius Karus mengungkapkan bahwa wacana perubahan masa
jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode pernah
muncul diakhir era kepemimpinan Presiden ke-6 Republik
Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, sosok
yang dulu menyeruakan usulan tersebut ialah Ruhut Sitompul,

% Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden
Dan Wakil Presiden di Indonesia,” Jurist-Diction, Volume 2 No. 2 (Maret 2019):
595-615, https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254.



politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat itu
masih menjadi Kader Partai Demokrat.*’

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo isu mengenai
perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode kembali
mencuat, hal tersebut disuarakan oleh pendiri Partai Ummat yaitu
Amien Rais. Isu tersebut menimbulkan berbagai spekulasi karena
sampai sekarang belum ada konsep pasti mengenai wacana masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden 3 periode.”® Kendati
Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan menyatakan
bahwa menolak isu perpanjangan tersebut dan tetap patuh dengan
konstitusi® namun dalam kenyataannya isu tersebut tetap tidak
terbendung.?

Dalam muatan pembuatan politik Islam terdapat istilah
figh siyasah. Menurut Ibn’  Aqgil sebagaimana dikutip lbn al-
Qayyim mendefinisikan :

Siyasah adalah segala “sesuatu< perbuatan yang membawa
manusia lebih' dekat kepada kemaslahatan dan' lebih jauh dari
kemudhafatan, sekalipun Rasull Iah tidak menetapkan dan Allah
SWT tidak' menentukannya._ [ 1 ;

Terdapat beberapa istilah  dalaim I'mgkﬁ'p"‘siyasah salah
satunya Yyaitu Swasafﬁ%?étapyah %gyasah—Bustunyah membahas
masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar

17 Asprilla Dwi Adha, “Formappi: Wacana Presiden 3 Periode Pernah Muncul
Zaman SBY,” CNN Indonesia, 2021,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32-658532/formappi-
wacana-presiden-3-oeriode-pernah-muncul-zaman-shy.

18 Ardito Ramadhan, “Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi,”
Kompas, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-
sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode?page=all.

19 Kompas Cyber Media, “Melihat Sikap Jokowi soal Wacana Perpanjangan
Jabatan Presiden 3 Periode dari Masa ke Masa,” KOMPAS.com, 30 Maret 2022,
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/31/06434561/melihat-sikap-jokowi-soal-
wacana-perpanjangan-jabatan-presiden-3-periode.

Kompas Cyber Media, “Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Tiga
Periode, Dilawan Demokrat, Diingatkan Nasdem,” KOMPAS.com, 30 Agustus 2022,
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/07092931/wacana-perpanjangan-
jabatan Eremden tiga-periode-dilawan-demokrat.

Sayuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), 22-24.
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yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang
berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian
kekuasaan. Figh siyasah dusturiyah juga dapat dikatakan sebagai
ilmu politik pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam yang
mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum
dalam al-Quran dan Hadits serta tujuan syariat Islam. Ruang
lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah ini meliputi
masalah imamah, hak dan kewajibannya, batasan kekuasaan,
rakyat status dan hak-haknya, bai’at, waliyul ’ahdi, perwakilan,
’ahlul halli wal aqdi dan wazarah. Pendekatan yang digunakan
pada lingkup kajian siyasah dusturiyah yaitu konsep imamahnya
atau masa kepemimpinan.

Imamah dalam kepemimpinan Islam, tidak dikenal adanya
pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau khalifah. Sejarah
kekuasaan Khulafaur Al-Rasyidin (empat sahabat Rasulullah
SAW) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya
memperlihatkan/ bahwa masa jabatan” seorang khalifah dimulai
sejak dibai’at sampai dengan meninggal dunia?®, artinya bahwa
tampuk Képemimpinan Ataugmasa jabatan peddliasa itu seumur
hidup. “Tidak @ibatasi sampal Tana_Masa_gabatan tersebut,
sehingga jika Pemimpin.atau khalifah masi sanggup memimpin
dan menjalankan%gas negﬁa;‘?ﬁdasarkan hukum syara’
maka tetap diperbolehkan untuk memimpin. Namun pembatasan
masa jabatan dalam Islam pun bisa dibatasi bahkan diberhentikan
dari jabatannya, apabila seorang khalifah atau pemimpin
melakukan penyelewenangan diluar batas dari syari’at Islam dan
hukum-hukum syara .

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Politik Hukum Terhadap Penetapan
Pembatasan Periodisasi Presiden Dan Wakil Presiden Republik
Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

22 Ridwan, Figh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan (Jakarta: Amzah,
2020).
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C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas
mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan
yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih
memfokuskan penelitian pada: politik hukum terhadap
penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia dalam perspektif siyasah
dusturiyah.

2. Subfokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:
politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan tinjauan
siyasah  dusturiyah terhadap penetapan pembatasan
periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana. politik hukum terhadap penetapan pembatasan
periodisasi Presiden dan Wakll Pre5|den Repubjlk Indonesia
dalarm Pasal LUUR 1945'9 W "4\

2. Bagalmana unjauan suyasah dusturlyah terhadap penetapan
SaSi N Presiden

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap
penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945.

2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap
penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945.



F. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka
memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berdasarkan
perspektif siyasah dusturriyah terhadap penetapan pembatasan
periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi
ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah
maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna
bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan
dengan figh siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini- berguna sebagai pelaksanaan tugas
akademik, yaitu untuk melengkapi,salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di
UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Pefglitian Terdahulu Yang Relevan™ -

Tinjauan pus’t%?ai&:@ahulu Wﬁkukan untuk menguasai

teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan
rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat
mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti,
sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Sowan Suyun, dengan skripsinya yang berjudul “Kajian
Yuridis Terhadap Periodisasi Masa Jabatan Presiden Dan
Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang pengaturan
periodisasi masa jabatan Pesiden dan Wakil Presiden dalam
UUD Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah
perubahan, serta urgensi dan pentingnya masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden di wacanakan 3 periode. Jenis
penelitian yang digunakan Sowan Suyun adalah metode
yuridis normatif, sumber data yang digunakan ialah data
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sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan
bahan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
dokumen dan analisis kualitatif. Kesimpulan pada skripsi ini
adalah pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden dalam Pasal 7 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan guna membatasi
kekuasaan Presiden dan menghindari kepemimpinan yang
otoriter. Perkembangan wacana pembatasan periodisasi selalu
muncul dengan urgensi untuk menghindari polarisasi dan
kesinambungan pembangunan, ini merupakan dinamika
demokrasi sehingga dapat menjadi hukum yang dicita-citakan
(lus Constituendum).” Persamaan penelitian ini dan penelitian
penulis adalah sama-sama membahas tentang periodisasi masa
jabatan  Presiden dan - Wakil Presiden, sedangkan
perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang kajian
yuridisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,
dan penelitian /penulis membahas _tentang politik hukum
terhadap penetapan pembatasan periodisasinya.

2. Reza\ Raenaldl dengdn, skuPsinya  yang 4 berjudul “lus
Constltuendum Masa ‘Jabatan Ptesiden Republik Indonesia
Perspektif quh Siyasah”. Skripsi ini nembahas tentang
relevansi maslahﬁ;?ﬁggﬂ pemlqgfa?é?masa jabatan Presiden
Republik Indonesia dan pandangan figh siyasah menilai
konsep lus Constituendum dalam masa jabatan Presiden
Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah jenis
penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(state approach), pendekatan historis (historis approach) dan
pedekatan  konseptual (conseptual approach) pada tahun
2020. Kesimpulan pada skripsi ini adalah figh siyasah dalam
sudut pandang maslahat memiliki relevansi dengan aturan
pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia yaitu
sebagai alat untuk menentukan pilihan rancangan terbaik dari
beberapa pilihan yang tersedia terkait hukum yang sedang

2 Sowan Suyun, “Kajian Yuridis Terhadap Periodisasi Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” (Skripsi,
Universitas Bung Hatta Padang, 2022).
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dicitakan. Sedangkan, lus Constituendum terkait masa jabatan
Presiden dalam sudut pandang figh siyasah boleh saja
dirumuskan beberapa alternatif masa jabatan yang paling
relevan dan maslahat dalam konteks kelndonesiaan. Karena,
menyangkut batas masa jabatan kepala negara dalam figh
siyasah, tidak ada aturan baku yang wajib diterapkan. Karena
itu boleh saja ditawarkan beberapa konsep masa jabatan
Presiden: Pertama, tidak ada masa jabatan kedua tetapi masa
jabatan Presiden dalam rentan waktu masa jabatan 7 atau 8
tahun (no re-election). Kedua, menambah periode masa
jabatan Presiden dalam rentan waktu masa jabatan 5 tahun
dalam satu periode. Ketiga, tidak boleh ada masa jabatan yang
berlanjut (no immediate re-election).?* Persamaan penelitian
ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas
tentang masa jabatan Presiden, sedangkan perbedaannya
adalah penelitian ini membahas tentang lus Constituendum
nya yaitu hukum ‘vang berlaku dimasa yang akan datang
terkait [ masa jabatan Presiden  dan~ penelitian penulis
mémbahas tentang, p tlk hukum terhadab penetapan
pembatasan periodigasih

3. Ridwan, dengan skripsinya yang berjadul “Pembatasan Masa
Jabatan Pem@g N@amdern Menurut Yusuf al-
Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”.
Skripsi ini membahas tentang tinjauan siyasah syar’iyyah
tentang pembatasan masa jabatan pemimpin, batasan masa
jabatan pemimpin dalam negara modern menurut Yusuf al-
Qaradhawi, dan relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945. Pada
penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, dikemukakan dengan
pendekatan Kkualitatif dengan metode deskriptif-analisis.
Kesimpulan pada skripsi ini menurut Yusuf al-Qaradhawi,
pembatasan masa jabatan para pemimpin dibolehkan,
landasannya merujuk kepada kemaslahatan umum, vyaitu
maslahah mursalah. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang
bolehnya pembatasan masa jabatan para pemimpin relevan

2% Reza Raenaldi, “Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik
Indonesia Perspektif Figh Siyasah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
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dengan Pasal 7 UUD 1945 yang jug mengatur tentang
pembatasan masa jabatan Presiden hanya dalam 2 periode
pemilihan saja dengan batasa 5 tahun dalam satu periode.
Dalam tinjauan al-siyasah al-syar’iyyah, pembatasan masa
jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan syarak,
sehingga pemerintah bisa membuat regulasinya sesuai dengan
kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan
Islami. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum
menjadi dasar legalitas dalam tinjauan siyasah al-syar’iyyah.
Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin justru menjadi
bagian dari siyasah (politik) untuk mencapai kemaslahatan
umum. Adapun cara dan penggaliannya ialah disebut
mashalih mursalah. Merujuk kepada pola konstruksi
pemahaman semacam ini, maka pembatasan masa jabatan
dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga
tidak bertentangan pula dengan tinjauan siyasah al-
syar iyyah.”® Persamaan penelitian ini‘dan penelitian penulis
adalah sama-sama membahas tentang spembatasan masa
jabatah pemimpin, sedangks p,e(bedaannya a'(_:hat_lah’.f penelitian
ini membahas pandandanisufle! -Qaradhawi Malam negara
modern tethadap refevansinya dalam Pasal=#UUD 1945, dan
penelitian penulja@mhﬁwhas tentangmpelitik hukum terhadap
penetapan pembatasan B&iodisa |ya.

4. lkmal Syarifudin, dengan skripsinya yang berjudul “Masa
Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah
Syar’iyyah”. Skripsi ini membahas tentang pandangan siyasah
syar’iyyah terhadap Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa
jabatan presiden dan implikasinya. Penelitian yang dilakukan
Ikmal yaitu menggunakan metode deskriptif-analisis dengan
pendekatan normatif. Kesimpulan pada skripsi ini adalah tentu
saja tidak sejalan dengan konsep siyvasah syar’iyvah, dimana
konsep siyasah syar’iyyah menganut prinsip keadilan serta
amanah kepemimpinan. Implikasi dari pandangan siyasah

% Ridwan, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern
Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”
(Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).



13

syar’iyyah adalah perubahan atau amandemen terhadap Pasal
7 UUD 1945, amandemen ini bertujuan untuk menutup jalan
kemudaratan daripada mengambil kemaslahatan nya, karena
dalam konsep siyasah syar’iyyah menutup jalan kemudaratan
lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, masa
jabatan presiden dua periode lebih baik diubah menjadi satu
periode tetapi memiliki jangka waktu yang berbeda, yaitu
antara 6-7 tahun periode.”® Persamaan penelitian ini dan
penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa
jabatan presiden pada Pasal 7 UUD 1945, sedangkan
perbedaannya adalah penelitian ini membahas pandangan
sivasah syar’iyyah terhadap Pasal 7 UUD 1945 mengenai
masa jabatan presiden dan implikasinya, dan penelitian
penulis membahas tentang politik hukum terhadap penetapan
pembatasan periodisasinya.

5. Qanita Dina Latansa, dengan judul jurnal “Konstitusionalitas
Batasan Masa Jabatan Presiden” Dan Wakil Presiden Di
Indonesia®.. Peneiitian yang diiakukan, oleh Qanita Dina
meruPakan penelitian, moumatif /dengan Afenggunakan 3
pendéikatari, . yaift™ '‘peridekatan” perdhdang-undangan,
pendekatalThistoris-dan pendekatanKohiseptual. Pembahasan
dalam peneliﬁéﬁ?@ﬁéjz yaitu@;éitaﬁ?a’? untuk mengulas sejarah
konstitusional batasan masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden dari prespektif konstitusi yang pernah atau yang
sedang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk merumuskan
gagasan lus constituendum Kkonstitusionalitas batasan masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai syarat
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu pertama,
konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil
presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI
1945. Namun, rumusan pasal tersebut masih memiliki
kelemahan sehingga diperlukan lus constituendum untuk
menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kedua, gagasan

% Tkmal Syarifudin, “Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif
Siyasah Syar’iyyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019).
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baru terkait desain konstitusional, yaitu, Pasal 7 UUD NRI
1945 seharusnya dibagi menjadi dua kalusula (ayat): rumusan
ayat (1) diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik
berturut-turut maupun tidak berturut-turut” dan terdapat
tambahan ayat (2) untuk menegaskan konstitusionalitas
batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai
persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di
Indonesia. Selanjutnya, rumusan Pasal 169 n UU No. 7/2017
seharusnya ditambahakan frasa “baik secara berturut-turut
maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan untuk
meminimalisir perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal
tersebut.’’” Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis
adalah sama-sama membahas tentang batasan masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan perbedaannya adalah
penelitian ini membahas konstitusionalitas dan gagasan baru
terkait desain konstitusional, dan penelitian penulis adalah
meneliti  tentang. politikk _hukum - terhadap penetapan
pembatasan periodisasinya.

1. Jenis dan Sifatmﬂﬁi%n 6«;:1\

a. Jenis Penelitian

H. Metode Pénelii,_t_iqg_r

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan
(library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui
literature kepustakaan sebagai sumber tertulis, baik berupa
kitab, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti
terdahulu.®® Dengan menggunakan metode yuridis normatif,
yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara
memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan
pendapat para ahli. Adapun pendekatan yang digunakan

" Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden
Dan Wakil Presiden Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019).

% M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.
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dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

a) pendekatan perundang-undangan

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
politik hukum terhadap penetapan periodisasi Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

b) pendekatan konseptual

pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin
yang berkembang didalam ilmu hukum, serta rumusan
yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang
berkaitan dengan politik hukum terhadap penetapan
periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia.

c) pendekatan historis

pendekatan sejarah adalah psuaiu metode yang
f"mengadakan penyelldlkan suatu objek, penelltlan melalui
\sejarah perkembang fbYa. ~Pendekatan ~ini dilakukan
den@an-meniusuri aturan hukdin yang dibuat pada masa
lampau, h@e@pa atUraagnukum tertulis maupun tidak
tertulis, yang masih ada “relevansinya dengan masa kini,
serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang
terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang
ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa
dengan cermat guna memperolen hasil sebagai
kesimpulan.?®

2 Cholid Narbuko, Abu Achmad, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2007), 70.
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2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, tahapan pengumpulan data-data
merupakan sebuah tahapan yang terpenting dalam menjawab
tujuan sebuah penelitian. Adapun sumber data sekunder yang
biasa digunakan dalam penelitian normatif ini, yaitu bahan
hukum primer, sekunder dan tersier.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah
peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan
dengan penelitian yang dilakukan. Yang termasuk bahan
primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar
1945, Naskah Komprehensif, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Risalah Sidang
MPR RI, al:Quran‘dan. Hadits.

Bahan Hukum Sekunder P

Bahan hukum sekunde} mérupkan bahan yang dapat
mernbegi Denjelasan mengenai bahati hukum primer yang
memberikan lelasan terha /da,pA penelltlan ini. Yang
termasuk baﬁ%@nderd & penelitian ini ialah buku-
buku, keterangan para pakar/ahli, jurnal serta artikel.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap
yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Yang termasuk bahan sekunder dalam penelitian ini ialah
internet.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986),
52.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data juga didefinisikan sebagai cara
mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.®

Studi Dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari
bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum
(baik normatif ataupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku,
jurnal, dokumen serta artikel yang dapat mendukung
permasalahan yang dibahas.

4, Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
induktif yaitu metode yang datanya dapat ditarik suatu kesimpulan
dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat
umum.

Slstematlka Pembahasan

“Pembahasan dafam penehtlan ini dlkelompokkan ke
dalam lima bab; adapun nemaparan-dari finTa bab tersebut yaitu:

——

1. BAB | Pendahuiudh? pada®Peibahasan di dalam bab ini
memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

2. BAB Il Landasan Teori, pada bab ini penulis akan
memaparkan tentang pengertian konsep siyasah dusturiyah,
ruang lingkup siyasah dusturiyah, tinjauan umum politik
hukum, kedudukan dan ruang lingkup politik hukum, konsep
Imamah dalam pembatasan masa jabatan, konsep pembatasan
kekuasaan dan pengertian penetapan pembatasan periodisasi
presiden dan wakil presiden.

81 juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2012), 138.
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3. BAB IlI Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan

memaparkan tentang pembatasan masa jabatan presiden
sebelum dan sesudah perubahan UUD, profil kepemimpinan
Presiden Republik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga
saat ini, serta proses dan pembahasan terhadap penetapan
pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia.

BAB IV Analisis Penelitian, dalam bab ini penulis akan
memaparkan analisis tentang pengaturan politik hukum
terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia dan pandangan siyasah
dusturiyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan
kesimpulan dari hasil analisis penelitian skripsi ini dan adanya
rekomendasi  sebagai~» bahan.-tambahan dalam rujukan
penelitian dari skripsi.ini.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Siyasah Dusturiyah
1. Pengertian Figh Siyasah

Istilan figh siyasah terdiri dari dua kata, yakni figh dan
siyasah. Kata figh berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara
etimologis, figh adalah keterangan tentang pengertian atau
pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan
dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah figh menurut bahasa
adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap
perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis,
figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai
dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang yang diperoleh dari
dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yyakni dalil atau hukum
khusus yang diambildari sumbernya;al-Quran,dan as-Sunnah).*

Jagi arti figh adalah mengetahm memahami, dan menanggapi
sesuatll dengan Sempuriié. Pangunaan istilah flqh ‘pada awalnya
mencakup hukurn=hukum agama secara keseluruhan yakni yang
berhubungan denc aa=akidah dannum -hukum amaliyah. Figh
dalam pengertian mehﬁ@ambaMi’at yang hakiki dari
pemikiran Islam, karena figh dalam berbagai bidang kehidupan
pun bergantung pada dan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.*

Siyasah berasal dari makna kata “sasa-yasusu-siyasah” yang
artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian.
Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan,
mengurus, atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat
“sasa al-gaum”, yang artinya mengatur kaum, memerintah dan

% Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah
Dusturiyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

8 Beni A. Saebani, Encep Taufiqurrahman, Pengantar llmu Figh (Bandung:
Pustaka Setia, 2015), 13.

19
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memimpin.®* Berdasarkan pengertian secara harfiah, kata as
siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan
kebijakan pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti
lainnya.

Figh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara rinci
membahas tentang bagaimana pengaturan kepentingan manusia
secara umum dan negara secara khusus, dengan berupa penetapan
hukum, peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang
kekuasaan yang sejalan dengan syariat Islam, guna mewujudkan
kemaslahatan umat manusia, serta bertujuan untuk menghindarkan
kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.®

Dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, menjelaskan
bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf
dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan
mengingat persesuaian pepadbiran_itu, dengan jiwa syariah, yang
kita tidak perpleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan
dengan sesuatu nash darl nash nash yang merupakan syariah
‘amah yang tetap W -

Dalam objek Kajian flqh S|yasah Hashi* Ash Shiddieqy

membaginya keda@tdeiapan bide

1) Siyasah Dusturrlyah Syar iyyah;

2) Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah;
3) Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah;
4) Siyasah Maliyah Syar’iyyah;
5) Siyasah Idariyah Syar’iyyah;

6) Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah/Siyasah
Dawliyah;

7) Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah;

* A. Djazuli, Figh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam

Rambu-Rambu Syariah) (Jakarta: Kencana, 2003), 25-26.

* Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran

Politik Islam, 11.
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8) Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah.®

Di dalam buku silabus fakultas syariah disebutkan ada 4
bidang ilmu figh siyasah, salah satunya adalah siyasah
dusturiyah yang menjadi fokus landasan teori penelitian yang
penulis Kkaji.

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya
“seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik
maupun agama”. Dalam perkembangannya, kata dusturi
digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka
agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke
dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang dalam
pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut
istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar
dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat
dalam sebuah. negara; baik yang tidak tertulis konvensi
maupun yang tertulis konstitusi

: Slyasah Dustyfiyaly imembahas masalah perundang-
undangan negara, “men hal “prinsip dasaf wang berkaitan
dengan bentuk pemerlntahan aturam -yang berkaltan dengan
hak-hak rakyatd .. ,!.,,;.- bagian kekuasaan.®

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah figh
dusturi, yang dimaksud dengan dusturi:

LHﬁJ-thSAﬂJ LSO |- WO DV N[ IS Y- (eS|
cailale g Lgatai g Lgndl 4
“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan

negara manapun seperti terbukti didalam undang-undangnya,
peraturan-peraturannya dan adat-adatnya .

% A. Djazuli, Figh Siyasah: (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-Rambu Syariah), 30.

¥ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah
Dusturiyah), 19.

% Ibid, 20.
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Abul A’la al-Maududi menafrifkan dustur dengan:
,3.!':.: {"L!::.r (P P s Al Y J:.'-f'l‘,jjl Jl.c-‘_s'}h-a clo

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok
yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Menurut Abdul Wahab Khallaf figh siyasah dusturiyah
secara terminologi, adalah seperangkat aturan perundang-
undangan yang dibuat dengan tujuan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan suatu kaum atau umat dengan
tujuan mengatur keadaan.*’

Setelah menafsirkan pengertian figh siyasah dusturiyah
baik secara etimologi maupun terminologi dapat
disimpulkan bahwa figh siyasah dusturiyah adalah salah
satu kajian hukum jIsiam vang di_dalamnya meliputi
pengaturan’.yang berluang lingkup terhadap kegiatan
kemesiahatar yang mencakup kepentingar umat ‘manu3|a
dalam bermasyarakat darﬂbehegara By

Ruang ngkupfslyasah Dusturiyah i

Siyasah e@nelaTaﬁ hubungan antara

pemimpin pada satu plhak dan rakyat pada pihak lain, serta
kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada masyarakat.
Ruang lingkup atau objek kajian dari siyasah dusturiyah
meliputi hal-hal dibawah ini:

a) Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah,
mamlakah, berikut hak dan kewajiban nya;

b) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan
kewajibannya;

¢) Kajian tentang bai’ah dari zaman ke zaman;

¥ A, Djazuli, Figh Siyasah: (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam

Rambu-Rambu Syariah), 53.

7.

0 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Jakarta: Tiara Wacana, 1994),
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d) Kajian tentang Waliyul Ahdi;
e) Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
f)  Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;

g) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidensiil
dan parlementer;

h) Kajian tentang pemilu.**

Kajian siyasah dusturriyah diatas mengacu pada dalil
kully yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah serta
magqasid syari’ah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang
pengaturan kehidupan kemasyarakatan yang kaitannya dengan
pemerintahan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang
digunakan pada lingkup kajian siyasah dusturriyah yaitu
konsep imamahnya.

4. Konsep Imamah dalam Pembatasan Masa Jabatan

Berkaitan ‘dengansistemn jpemerintahan, dalam Islam
tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini
secarateksplisit. telajy diatuigdalam siyasali dusturlyah yaitu
S|yasah yang berhstn n—dengan peraturan dasar tentang
bentuk pemerlntahan dan_batasar kekuasaannya, cara
pemilihan (ke 2lan gara), bqgasawk%kuasaan yang lazim bagi
pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib
bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa
dan rakyat.*?

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan
amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya
dipertanggungjawabankan kepada anggota-anggota Yyang
dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan
dihadapan Allah SWT. Oleh karenanya, pertanggungjawaban
kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-

1 Beni A. Saebani, Figh Siyasah: (Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik
Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun) (Bandung: Pustaka
Setia, 2008), 39-40.

2 Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” AL-
IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 2 No. 2 (Juli 2017): 128,
https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448.
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formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni
tanggung jawab kepada Allah.** Sebagaimana disebutkan
dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4): 59 sebagai
berikut:

7z /

de
s 2 % 20 L, AL . % /,.4/ 2% -
o8 Ko SN SETIALE AL G0 500 G

} »% ))’/ -
" sk

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur'an) dan. Rasui. (sunnahnya), jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian./ Yang demikian itu lebih
utamg,_ ﬂmglmu) dan leblh bazk akzbalnya" (QS an-Nisa

(4): 59) W i

Dalam pers if Islaim, kepe'nan dlmaknal sebagai
al-khilafah dan pemimngin: disé

but dengan khalifah. Dalam
istilah lain dikenal juga dengan istilah imam atau imamah,
amir atau amir al-mu minin.** Dalam kepemimpinan Islam,
tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin
atau khalifah.

Masa jabatan dan cara-cara untuk memberhentikan
kepala negara (khalifah) tidak ada ketentuannya dalam al-
Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Meskipun
kedudukan pemimpin penting bagi masyarakat, tata cara dan

* Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” AS-
SIYASI: Journal of Constitutional Law, Volume 2 No. 1 (Juni 2022): 1-20,
https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813.

* Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat (Jakarta:
Kencana, 2018), 65.
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hal-hal yang bersifat teknis, prosedur kerja dan mekanismenya
diserahkan secara penuh kepada manusia untuk memikirkan
serta mengembangkannya. Sejarah kekuasaan khulafaur al-
rasyidin (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan
kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan
seorang khalifah dimulai sejak dibai’at sampai dengan
meninggal dunia, artinya bahwa masa jabatan itu seumur
hidup.*

Budhy Munawar Rachman juga menyatakan bahwa
dahulu tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan
pemimpin, tampuk kepemimpinan dipegang hingga akhir
hayat.*® Abdul Aziz juga berkomentar bahwasanya dalam hal
ini dibuktikan dengan kepemimpinan empat sahabat awal
Rasulullah SAW (khulafaur al-rasyidin), tidak ditentukan
masa jabatan tertentu dalam mengurus pemerintahan.’
Meskipun pembatasan masa jabatan terhadap khalifah tidak
ada, namun kedudukan nya tidakrditerima begitu saja. Apabila
seorang khalifan, sudah tidak marnpu-atau tidak memenuhi
taiggung jawabnya fsebagaifipemimpin burdasarkan syari’at
Islamy, maka dapat—d engserkan atau ddfturunkan  dari
Jabatannya -

Muhamnﬂal Min Husein  Nasution

menyebutkan, bahwa seorang khalifah bisa saja diturunkan
ketika khalifah tersebut melakukan penyelewenangan.®
Dalam beberapa catatan, syarat-syarat seorang khalifah dapat
diberhentikan dan diturunkan adalah:

a. Hilang akal, seperti gila, terganggu mentalnya;

b. Melanggar syari’at Islam dan hukum syara’;

“ Ridwan, Figh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan (Jakarta: Amzah,
2020), 223-224.

% Budhy Munawar Rachman, Argumen Islam Untuk Sekularisme (Jakarta:
Grasindo, 2010), 140.

47 Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal
Islam (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), 143.

48 Muhammad Igbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari
Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 185.
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c. Kehilangan sebagian indra yang mempengaruhi daya
pengetahuan dan indra tersebut memiliki pengaruh
bagi lancarnya pelaksanaan tugasnya;

d. Hilang atau rusaknya integritas pribadi (al- ‘adalah).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam konsep
imamah atau kepemimpinan Islam tidak dikenal adanya
pembatasan masa jabatan bagi khalifah, selagi pemimpin
tersebut mampu dan bisa menjalankan tugas-tugas negara
serta menjunjung tinggi syari’at Islam maka tetap
diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin. Dengan beberapa
catatan apabila seorang khalifah telah  melakukan
penyelewenangan, maka khalifah tersebut dapat diberhentikan
atau diturunkan.

B. Tinjauan Umum Politik Hukum

1. Pengertian/politik hukum

a. Perspektlf etimologis

Secara etlmologls—lsJah ‘p0|l'[lk hukum merupakan
terjemahan Dahasa _lidonesia dai. istitali hukum Belanda
rechtspolitiek, yafig ienpaldngBuRan dari dua kata recht
dan politiek. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti
hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm
(kata  jamaknya  ahkam), yang berarti  putusan
(judgement,vedict,decision), ketetapan (provision), perintah
(command),  pemerintahan  (government),  kekuasaan
(authority,power), hukuman (sentence) dan lain-lain. Kata
kerjanya, hakama-yahkumu, berarti memutuskan, mengadili,
menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum,
mengendalikan dan lain-lain. Asal-usul kata hakama berarti
mengendalikan dengan satu pengendalian.*®

* |mam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum 1st ed.

(Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 19.
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Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh
Van Der Tas, kata politiek mengandung arti beleid. Kata
beleid sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan
(policy). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik
hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.*

Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak dalam bidang hukum.

b. Perspektif terminologis

Definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa
ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati
perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu:

1) Padmo Wahjono

Politik  hukum-.menurui, Padmo Wahjono adalah
kebijakan penyelenggara negara yang./bersifat mendasar
dalam menentukan arah, bentuk maupti isi dai hukum yang
akan dibentuk dan ‘tétitaﬂg: 'épq yang dijadikan kriteria untuk
menghukumKan._ sesuatu. Dengan dgm__i!g_ia_l;n} menurut Padmo
Wahjono politikfitikum berkaifaf-dengan ius constituendum.
2) Soedartoﬁéﬁh’%::’? w

Adapun menurut Soedarto (Ketua Perancang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana), politik hukum adalah
kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang
dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan
untuk mencapai apa yang dicita-citakan.>

50 Armen Yasir, Politik Hukum Indonesia (Bandar Lampung: Anugrah Utama
Raharja, 2018), 6.
5! Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 26-27.
52 H
Ibid, 28.
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3) Satjipto Rahardjo

Pengertian  politik  menurut  Satjipto  Rahardjo
mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan
cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial
dan hukum tertentu dalam masyarakat.>

4) C.F.G Sunaryati Hartono

Dalam hal ini, menurut Sunaryati Hartono politik hukum
sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum
nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional
itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kinerja
politik ~ hukum  menurut Sunaryati  Hartono, lebih
menitikberatkan pada dimensi ius constituendum.>*

5) Moh. Mahfud MD.

Politik hukum menurut Moh: Mahfud MD, menyatakan
bahwa sebagai kebijaksanaan hukum (legal pelicy) yang akan
atau elah dilaksanakan secara na5|onal ofeh pemerlntah yang
mellputl g W

Pertama, pembangunan hukum yang bennttkan pembuatan
dan pembaharuziamteniadap mag?jmten hukum agar dapat
sesuai dengan kebutuﬁan kelua, pelaksanaan ketentuan
hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga
dan pembinaan para penegak hukum mencakup pula
pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum

dengan cara melihat konfigurasi kekuataan yang ada
dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.>®

6) Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum,
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menyatakan bahwa
politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara

53 Armen Yasir, Politik Hukum Indonesia, 11.

% Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional
(Bandung: Alumni, 1991), 1.

% Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), 9.
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dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku,
yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.*®

7) Soedjono Dirdjosisworo

Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (legal policy)
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula
pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi
hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuataan yang
ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.>’

Berdasarkan pandangan terminologis diatas, maka
disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan
politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya
berlaku untuk  mengatur berbagai hal kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang berhubungan dengan
pembuatan/pembangunan -hukum baru maupun dengan
penggantian / hukum “iama, dalam-rangka mencapai tujuan
negara ataudengan kata lain politik hukum merupakan pilihan
tentang hukum yang, akan duberlakukan hukum yang akan
dicabut atau tidak cibeflak flkah.

2. Kedudukar PolitikaHukum e

Posisi sentral hukti dalarpolitik hukum sangat penting
karena hukum memiliki kapabilitas yang potensil untuk mencapai
tujuan pengaturan hukum dan merupakan sumber daya publik
yang memiliki segala kelengkapan yang diperlukan dalam
mencapai tujuannya, sekaligus hukum memiliki dasar legalitas,
legitimasi, daya ikat yang memaksa, dilengkapi sanksi dan
ditegakkan oleh institusi yang sah.

R.Abdoel Djamali menyatakan antara tata hukum/sistem

hukum dengan politik hukum mempunyai hubungan yang erat.
Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam undang-

% A. Ahsin Thohari Imam Syaukani, Dasar Politik Hukum (Depok: Rajawali
Pers, 2003), 32.

% Hashi Ali Abdul Latief, Politik Hukum 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika,
2019), 11.

58 Armen Yasir, Politik Hukum Indonesia, 15.
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undang dasarnya, dilaksanakan melalui dua segi yaitu dengan
bentuk dan corak tertentu. Bentuk hukum terdiri dari tertulis dan
tidak tertulis, sedangkan corak hukum dapat ditempuh dengan
cara unifikasi, dualistis atau pluralistis.*®

3. Ruang Lingkup Politik Hukum

Ruang lingkup atau wilayah kajian (domain) dalam disiplin
politik hukum adalah meliputi aspek kelembagaan negara
pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktornya
(internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik
hukum suatu negara. Dalam perspektif akademis, politik hukum
tidak hanya membahas pengertian diatas an sich tetapi juga
mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk. Dengan
demikian, politik hukum menganut prinsip double movement,
yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam
bidang hukum (legal policy) oleh lembaga negara yang
berwenang, juga dipakai uniuk mengkritisi produk-produk hukum
yang telah diunidangkan berdasarkan legal policy.di atas.®

Menlifutgiimam Syaukani dan A, Ahsin Thohariy ruang lingkup
atau Wllayah kajlan pOIItIk_thU yallu sebagai bergkut

a. Proses penggallanmlal -nilai dan-aspirasi” yang berkembang

T,
penyeleng@ara nicgara yang berwenang

merumuskan politik hukum

b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi
tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan
perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang
berwenang merumuskan politik hukum;

c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan
menetapkan politik hukum;

d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu
politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;

% |bid, 17-18.
8 |mam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 50.
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f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan Yyang
merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.®

C. Konsep Pembatasan Kekuasaan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem
demokrasi, yang mana sebagai negara penganut sistem
berdemokrasi sudah tentu bangsa Indonesia adalah negara
konstitusi (constitutional state). Dalam konstitusinya Indonesia
membagi menjadi tiga cabang atau bagian pemerintahan yang
memiliki kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Dari ketiga cabang pemerintahan yang memiliki
kekuasaan tersebut atas dasar hukum dan nilai-nilai konstitusi
yang ada di negara Indonesia, tentunya juga memiliki batas-batas
kekuasaan, baik dalam menentukan suatu kebijakan untuk rakyat
dan lain sebagainya.®

Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap
lembaga politik: Pembatasan tersebut meliputi dua hal, yaitu
pertaria,"Bembatasan kakuaseanyang meliputifisi kekuasaannya
dan keduay, permbatasan’ Kekuasaan yang, berkendan dengan waktu
dijalankannya Kekuasaan_tersebut.Pembatasan kekuasaan dalam
arti isi menganduﬁ&?@j@ahwa@@l‘éﬁbnstitusi ditentukan tugas
serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap
lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting
dalam usaha pencapaian tujuan negara, dalam hal ini pemerintah
masih mendapat pengawasan dari lembaga/permusyawaratan
rakyat. Pembatasan dalam arti kedua, adalah pembatasan
kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal
ini berkenanaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga
negara atau pejabatanya dalam menjalankan kekuasaannya,
dengan demikian dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus

®! |bid, 51-52.

62 Ro’is Alfauzi, Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham
Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi,” Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan
Politik  Islam,  Volume 7 No. 2  (Desember  2020): 111-33,
https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990.
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dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat.®® Sehingga
dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah kekuasaan yang
dimiliki oleh pemerintah tidak dilaksanakan secara wewenang-
wenang.®

Prinsip checks and balances ialah prinsip ketatanegaraan yang
menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada
kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain.
Kekuasaan negara diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan
berimbang, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan
oleh aparat penyelenggara negara. Mekanisme checks and
balances merupakan hal yang lazim dalam suatu sistem
demokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya
kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga
untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang
ataupun sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini
antara institusi yang satu dengan yang_lain akan saling mengontrol
dan mengawasi, bahkanisa saling mengisi.*®

Makay, dengan demikian pembatasan kekuasaai didalam
negara demoKrasi. secara kcmst}ua mermang sangat diperlukan,
baik didalam® kekuasaan organ-organ kelembagaan ‘dan bentuk
kekuasaan lainnya d sebuah nega%ltu semua diperlukan
untuk menjadi kontfﬁ%s dn ances) serta dapat menuju
sebuah asas pemerintahan yang baik (good government) agar tidak
terjadi  tumpang tindih dan  sewenang-wenang dalam
melaksanakan kekuasaan tersebut.

% Ni’matul Huda, Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: FH Ull Press, 2019), 166.

6 Muhammad Junaidi, llmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum

(Malang: Setara Press, 2016), 98.

% Panggih F. Paramadina, M. Yasin al Arif, “Pengangkatan Menteri Dalam

Sistem Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi Presidensial,” AS-SIYASI: Journal of
Constitutional Law, Volume 1 No. 2 (Desember 2021): 74-93,
https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401.
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D. Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden dan Wakil
Presiden di Indonesia

Periodisasi atau disebut juga dengan masa jabatan merupakan
batasan dalam jangka waktu yang dipegang oleh seorang
pemimpin dengan memiliki kewenangan dalam memegang
kekuasaan. Salah satu konsep dari negara hukum yaitu adanya
pembagian kekuasaan, atau yang dikenal dengan istilah trias
politica merupakan konsep pemerintahan yang dianut oleh
berbagai negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama,
kekuasaan legislatif atau yang membuat undang-undang (rule
making function); kedua, kekuasaan eksekutif atau yang
melaksanakan undang-undang (rule application function); ketiga
kekuasaan yudikatif atau yang mengadili atas pelanggaran
undang-undang (rule adjudication function). Trias politica adalah
suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya
tidak diserahkan. kepada orang yang,sama untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan olefl pihakyang berkuasa.®®

Kensekuensi yuridis meletakan sister | presidensil sebagai
pilihan bérnegara, yang«"m"enﬂadﬂ{an presidén Sebagai main aktor
dalam egjatan*-.bernegara. Dalam sisief  pemerintahan
presidensial tida}é::};nxg meletakkan presiden sebagai pusat
kekuasaan eksekutif, ttapi®] ekuasaan negara. Artinya
presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of
executive), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state).t’
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut
undang-undang dasar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUD
1945. Kekuasaan pemerintah harus mempunyai batasan agar
terhindar dari kemungkinan terjadinya abuse of power. Salah satu
pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7
UUD 1945.

8 Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", 124.”

&7 Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi’raj, “Konstitusionalisme Dalam
Pembatasan Masa Jabatan Presiden,” JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA, Volume 2 No. 1 (April 2020): 14-20,
https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53.
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Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk
mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus
menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada
perubahan pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang
awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan”.®® Dengan adanya perubahan tersebut, yang
hanya dilakukan satu kali amandemen maka periode masa jabatan
presiden dan wakil presiden terlihat menjadi lebih jelas dan
terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 kali periode.

Pembatasan masa jabatan presiden setelah amandemen dapat
menghindari dari kekuasaan yang bersifat atoritarianisme, tujuan
utama dari amandemen tersebui adalan untuk check and balances
dalam setiap lembaga-lembaga pemerinian, Namun rumusan pasal
tersebut masth memiliki celeh wnwik ditafsirkan dalam arti lain,
seperti batasan masa Jabatan—plljeglden danswakil. pre3|den tidak
diberlakukan secara—beritiut-turut maupun ~tidak berturut-turut,
poin pentingnya ada*fg?&@pg ters@u&sﬁr&ah menjabat dua kali
masa jabatan dalam seumur hidupnya dan tidak dapat lagi
menempati jabatan yang sama.®

® Elsan Yudhistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya

Menghindari Terjadinya Abuse of Power,” AL-ISHLAH: Jurnal llmiah Hukum,
Volume 23 No. 2 (November 2020): 132-54, https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43.

% |bid, 150.
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